
 
 

 
 
 
 
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 26/PUU-XI/2013 

Tentang 

Perlindungan Terhadap Advokat di Luar Persidangan 
 
Pemohon 
   

: 1. Rangga Lukita Desnata, S.H. 
2. Oktavianus Sihombing, S.H. 
3. Dimas Arya Perdana, S.H. 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara  : Pasal 16 UU 18/2003 mengenai tidak dapat dituntutnya seorang 
Advokat dalam menjalankan tugas profesinya bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H 
ayat (2) UUD 1945. 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
1.1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut 
baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan 
tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 
pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang 
pengadilan”; 

1.2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat 
dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 
kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar 
sidang pengadilan”; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Tanggal Putusan : Rabu, 14 Mei 2014. 

Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat merasa dirugikan hak 
konstitusionalnya. 
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Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 18/2003 terhadap UUD 1945 maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. 

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat 
hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 
UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 

Bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam 
perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004. Namun 
demikian menurut Mahkamah, selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian, pokok 
permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Pemohon dalam perkara 
Nomor 019/PUU-I/2003, mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 
UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Advokat dalam 
menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap 
tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut, sedangkan 
dalam permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan mengenai hak advokat untuk 
mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara 
pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di dalam 
maupun di luar persidangan. Oleh karenanya permohonan a quo tidak ne bis in idem, 
sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih 
lanjut; 

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut: 
1. Bahwa peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan 

kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran 
advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi 
pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan; 

2. Bahwa selain advokat, pemberian jasa hukum juga dilakukan oleh Pemberi Bantuan 
Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum (UU 16/2011); 

3. Bahwa pembentukan UU 16/2011 merupakan upaya negara untuk memenuhi dan 
sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to 
justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian UU 
16/2011 menjamin hak semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum, yang salah 
satu bentuk perlindungan hukum bagi semua orang adalah dengan memberikan 
perlindungan hukum bagi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 
UU 16/2011; 

4. Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember 2013 telah memberikan 
pertimbangan mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum yang 
tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum. 
Bahwa yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan 
bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di 
dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang 
berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan 
Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas 
tanpa ketakutan dan kekhawatiran; 

5. Bahwa antara UU 18/2003 dengan UU 16/2011 terdapat perbedaan mengenai 
perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. 
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Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan 
Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil 
diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum”; yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, 
untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan 
pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu 
menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat 
dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan 
iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang 
pengadilan; 

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan:  

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
1.1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak 
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas 
profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam 
maupun di luar sidang pengadilan”; 

1.2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata 
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 
kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

  

  


